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D:.FJEKTORAT PENINGGALAN PURBAKALA 1
DIRi T\TORAI JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA
JEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa, kami menyambut dengan gembira dengan diterbitkannya
buku himpunan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Tahun 2008.

Buku yang merupakan salah satu upaya penyebarluasan
informasi hukum dibidang Kebudayaan dan Pariwisata dalam rangka kegiatan
Pengintegrasian Peraturan Perundang-undangan Bidang Kebudayaan dan
Pariwisata.

Himpunan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2008
memuat Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata secara lengkap dan
dapat dijadikan sebagai bahan informasi peraturan perundang-undangan
di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan kepada semua
pihak yang telah bekerjasama dalam pembuatan buku ini, sehingga
Himpunan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2008 ini
dapat diterbitkan.

Akhirnya kritik dan saran pembaca kami harapkan untuk kesempurnaan
penerbitan selanjutnya. Semoga Tuhan meridhoi usaha kita bersama amin.
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DAFTAR ISI

Kata Pengantar............cooiiiiiiiiiiiiiiiiieeiie e
Daftar ISi ...

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor :
PM.26/PW.007/MKP/2008 Tentang Penetapan Istana Qodriyah
Kesultanan Pontianak, Keraton Sambas, Keraton Kerajaan
Landak, Keraton Mempawah, Masjid Jami Kesultanan Pontianak,
Masjid Kesultanan Sambas, Masjid Jami Kerajaan Landak Yang
Berlokasi Di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Sebagai Benda
Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang
Bonda Cagar BUBYE ... snonsssmnss o srisn samessa s s aismes s

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.27/PW.007/MKP/2008 Tentang Penetapan Rumah Tradisional
Bubungan Tinggi, Masjid Sultan Suriansyah, Yang Berlokasi Di
Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai Benda Cagar Budaya,
Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang
Bonls CIarien BRTEINE . ... coumssmsssmmsonammmmess v e o sy

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.28/PW.007/MKP/2008 Tentang Penetapan Masjid Kyai Gede,
Astana Al-Nursari, Rumah Pangeran Adipati Mangkubumi, Yang
Berlokasi Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Sebagai Benda
Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang
Benda Cagar Budaya ............coooviiiiiiiiiiiiiiiiie e

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.29/PW.007/MKP/2008 Tentang Penetapan Situs Kutai Purba
Yang Berlokasi Di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Benda
Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang
Benda Cagar BUAAYE ... ssimsssmin sismsonisers isseninnss o s sssssss sassomes s
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Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.30/PW.007/MKP/2008 Tentang Penetapan Benteng Otahana,
Benteng Ulupahu, Benteng Otahia, Benteng Orange, Yang
Berlokasi Di Wilayah Provinsi Gorontalo Sebagai Benda Cagar
Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang
Benda Cagal BULAYA vsssmmmsssremsmmsmisssmms s s s s S

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor :
PM.31/PW.007/MKP/2008 Tentang Penetapan Benteng Niew
Victoria, Benteng Belgica, Benteng Beverwiyk, Rumah Pengasingan
Bung Hatta, Rumah Pengasingan Dr. Cipto Mangunkusumo, Istana
Mini, Yang Berlokasi Di Wilayah Provinsi Maluku Sebagai Benda
Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang
Benda Cagar Budaya .............ccoiviiiiiiiiiiiiiiiiii

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.55/PW.204/MKP/2008 Tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film
Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan dan Penggandaan Film
Nasional serta Penggandaan Film Impor...........cccccooiiiieiiiiiiiiiieeeeenns
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PONTIANAK-PENETAPAN-BUDAYA-UU NO. 5 TAHUN 1992
PERMENBUDPAR NO.PM.26/PW.007/MKP/2008, 10 HLM

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR
PM.26/PW.007/MKP/2008, 10 HLM TENTANG PENETAPAN SITUS
DAN BANGUNAN TINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA YANG
BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS ATAU KAWASAN
CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI  UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA
CAGAR BUDAYA.

ABSTRAK: - Bahwa benda-benda yang mempunyai nilai
penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan
kebudayaan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat,
sebagai benda cagar budaya yang dilindungi UU,
perlu ditetapkan lokasi dan bangunannya dengan
Peraturan Menteri.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
UU No.5 Th. 1992; UU No. 24 Th. 1992,
UU No.28 Th. 2002. UU No 32 Th.2004;
PP No.10 Th. 1993; PP No.25 Th.2000;
KEPPRES No. 100 Th. 1993; KEPPRES No. 77/P Th.2007,
PERPRES No. 94 Th.2006; INPRES No.16 Th.2005;
PERMEN BUDPAR No. PM.07/HK.001/MKP-2007;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

1. Bangunan beserta halaman dan lingkungannya
yang dinyatakan sebagai benda cagar budaya
dan/atau Situs Keraton Sambas, Keraton
Kerajaan Landak, Keraton Mempawah, Masjid
Jami Kerajaan Landak, Masjid Kesultanan
Sambas, Masjid Kesultanan Pontianak.
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CATATAN:

2. Batas-batas benda cagar budaya atau situs.

3. Larangan mengubah, merusak, memugar,
memindahkan benda-benda cagar budaya
dan ancaman pidana sesuai Pasal 15 dan
Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1992.

Pengelolaan dan pemanfaatan benda cagarbudaya
tersebut pada Diktum PERTAMA dan hal-hal lain
yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur
dalam Peraturan tersendiri.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, 23 Mei 2008
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KAL SEL-PENETAPAN-BUDAYA-UU NO. 5 TAHUN 1992
PERMENBUDPAR NO.PM.27/PW.007/MKFP/2008, 10 HLM

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR  PM.27/PW.007/MKP/2008, 10 HLM  TENTANG
PENETAPAN SITUS DAN BANGUNAN TINGGALAN SEJARAH
DAN PURBAKALA YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA,
SITUS ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 5 TAHUN 1992
TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA.

ABSTRAK: - Bahwabenda-benda yang mempunyai nilai penting
bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan
di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai
benda cagar budaya yang dilindungi UU, perlu
ditetapkan lokasi dan bangunannya dengan
Peraturan Menteri.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
UU No.5 Th. 1992; UU No. 24 Th. 1992;
UU No.28 Th. 2002, UU No 32 Th.2004;
PP No.10 Th. 1993; PP No.25 Th.2000;
KEPPRES No. 100 Th. 1993; KEPPRES No. 77/P Th.2007;
PERPRES No. 94 Th.2006; INPRES No.16 Th.2005;
PERMEN BUDPAR No. PM.07/HK.001/MKP-2007;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

1. Bangunan beserta halaman dan lingkungannya
yang dinyatakan sebagai benda cagar budaya
dan/atau Situs Rumah Tradisional Bubungan
Tinggi, Masjid Sultan Suriansyah.

2. Batas-batas benda cagar budaya atau situs.



CATATAN :

3 Larangan mengubah, merusak, memugar,
memindahkan benda-benda cagar budaya
dan ancaman pidana sesuai Pasal 15 dan
Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1992.

Pengelolaan dan pemanfaatan benda cagarbudaya
tersebut pada Diktum PERTAMA dan hal-hal lain
yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur
dalam Peraturan tersendiri.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, 23 Mei 2008.



KAL TENG-PENETAPAN-BUDAYA-UU NO. 5 TAHUN 1992
PERMENBUDPAR NO.PM.28/PW.007/MKP/2008, 6 HLM

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR
PM.28/PW.007/MKP/2008, 6 HLM TENTANG PENETAPAN SITUS
DAN BANGUNAN TINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA YANG
BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS ATAU KAWASAN
CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA
CAGAR BUDAYA.

ABSTRAK : - Bahwabenda-benda yang mempunyai nilai penting
bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan
di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai
benda cagar budaya yang dilindungi UU, perlu
ditetapkan lokasi dan bangunannya dengan
Peraturan Menteri.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
UU No.5 Th. 1992; UU No. 24 Th. 1992;
UU No.28 Th. 2002; UU No 32 Th.2004;
PP No.10 Th. 1993; PP No.25 Th.2000;
KEPPRES No. 100 Th. 1993; KEPPRES No. 77/P Th.2007:
PERPRES No. 94 Th.2006; INPRES No.16 Th.2005;
PERMEN BUDPAR No. PM.07/HK.001/MKP-2007;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

1. Bangunan beserta halaman dan lingkungannya
yang dinyatakan sebagai benda cagar
budaya dan/atau Situs Masjid Kyai Gede,
Astana Al-Nursari,. Rumah Pangeran Adipati
Mangkubumi.

2. Batas-batas benda cagar budaya atau situs.
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CATATAN :

3. Larangan mengubah, merusak, memugar,
memindahkan benda-benda cagar budaya
dan ancaman pidana sesuai Pasal 15 dan
Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1992.

Pengelolaan dan pemanfaatan benda cagarbudaya
tersebut pada Diktum PERTAMA dan hal-hal lain
yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur
dalam Peraturan tersendiri.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, 23 Mei 2008.
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KAL TIM-PENETAPAN-BUDAYA-UU NO. 5 TAHUN 1992
PERMENBUDPAR NO.PM.29/PW.007/MKFP/2008, 4 HLM

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR
PM.29/PW.007/MKP/2008, 4 HLM TENTANG PENETAPAN SITUS
DAN BANGUNAN TINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA YANG
BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS ATAU KAWASAN
CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG
BENDA CAGAR BUDAYA.

ABSTRAK: - Bahwa benda-benda yang mempunyai nilai
penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan
kebudayaan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur,
sebagai benda cagar budaya yang dilindungi UU,
perlu ditetapkan lokasi dan bangunannya dengan
Peraturan Menteri.

- Dasar Hukum Peraturarn Menteri ini adalah :
UU No.5 Th. 1992; UU No. 24 Th. 1992;
UU No.28 Th. 2002, UU No 32 Th.2004;
PP No.10 Th. 1993; PP No.25 Th.2000;
KEPPRES No. 100 Th. 1993; KEPPRES No. 77/P Th.2007;
PERPRES No. 94 Th.2006; INPRES No.16 Th.2005;
PERMEN BUDPAR No. PM.07/HK.001/MKP-2007;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

1. Bangunan beserta halaman dan lingkungannya
yang dinyatakan sebagai benda cagar budaya
dan/atau Situs Kutal Purba.

2. Batas-batas benda cagar budaya atau situs..
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3. Larangan mengubah, merusak, memugar,
memindahkan benda-benda cagar budaya
dan ancaman pidana sesuai Pasal 15 dan
Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1992.

CATATAN : - Pengelolaan dan pemanfaatan benda cagarbudaya
tersebut pada Diktum PERTAMA dan hal-hal lain
yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur
dalam Peraturan tersendiri.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, 23 Mei 2008.
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GORONTALO-PENETAPAN-BUDAYA-UU NO. 5 TAHUN 1992
PERMENBUDPAR NO.PM.30/PW.007/MKP/2008, 7 HLM

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR
PM.30/PW.007/MKP/2008, 7 HLM TENTANG PENETAPAN SITUS
DAN BANGUNAN TINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA YANG
BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI GORONTALO SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS ATAU KAWASAN CAGAR
BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR
BUDAYA.

ABSTRAK : - Bahwabenda-benda yang mempunyai nilai penting
bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan
diwilayah Provinsi Gorontalo, sebagai benda cagar
budaya yang dilindungi UU, perlu ditetapkan lokasi
dan bangunannya dengan Peraturan Menteri.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
UU No.5 Th. 1992; UU No. 24 Th. 1992;
UU No.28 Th. 2002; UU No 32 Th.2004;
PP No.10 Th. 1993; PP No.25 Th.2000;
KEPPRES No. 100 Th. 1993; KEPPRES No. 77/P Th.2007;
PERPRES No. 94 Th.2006; INPRES No.16 Th.2005;
PERMEN BUDPAR No. PM.07/HK.001/MKP-2007;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

1. Bangunan beserta halaman dan lingkungannya
yang dinyatakan sebagai benda cagar budaya
dan/atau Situs Benteng Otanaha, Benteng
Ulupaha, Benteng Otahia, Benteng Orange.

2. Batas-batas benda cagar budaya atau situs.
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3. Larangan mengubah, merusak, memugar,
memindahkan benda-benda cagar budaya
dan ancaman pidana sesuai Pasal 15 dan
Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1992.

CATATAN : - Pengelolaandan pemanfaatan bendacagarbudaya
tersebut pada Diktum PERTAMA dan hal-hal lain
yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur
dalam Peraturan tersendiri.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, 23 Mei 2008.
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MALUKU-PENETAPAN-BUDAYA-UU NO 5 TAHUN 1992
PERMENBUDPAR NO.PM.31/PW.007/MKP/2008, 9 HLM

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR
PM.31/PW.007/MKP/2008, 9 HLM TENTANG PENETAPAN SITUS
DAN BANGUNAN TINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA YANG
BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI MALUKU SEBAGAI BENDA
CAGAR BUDAYA, SITUS ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA
YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA.

ABSTRAK : - Bahwa benda-benda yang mempunyai nilai penting
bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan
di wilayah Provinsi Mzaluku, sebagai benda cagar
budaya yang dilindungi UU, perlu ditetapkan lokasi
dan bangunannya dengan Peraturan Menteri.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
UU No.5 Th. 1992; UU No. 24 Th. 1992,
UU No.28 Th. 2002; UU No 32 Th.2004;
PP No.10 Th. 1993; PP No.25 Th.2000;
KEPPRES No. 100 Th. 1993; KEPPRES No. 77/P Th.2007;
PERPRES No. 94 Th.2006; INPRES No.16 Th.2005;
PERMEN BUDPAR No PM.07/HK.001/MKP-2007;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

1. Bangunan beserta halaman dan lingkungannya
yang dinyatakan sebagai benda cagar
budaya dan/atau Situs Benteng Niew Victoria,
Benteng Belgica, BEenteng Beverwiyk, Rumah
Pengasingan Bung Hatta, Rumah Pengasingan
Dr.Cipto Mangunkusumo, Istana Mini.

2. Batas-batas benda cagar budaya atau situs.
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CATATAN :

3. Larangan mengubah, merusak, memugar,
memindahkan benda-benda cagar budaya
dan ancaman pidana sesuai Pasal 15 dan
Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1992.

Pengelolaan dan pemanfaatan benda cagarbudaya
tersebut pada Diktum PERTAMA dan hal-hal lain
yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur
dalam Peraturan tersendiri.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, 23 Mei 2008.
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Indonesia, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata R.I
(Peraturan Perundang-undangan)

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
26/PW.007/MKP/2008, tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan
Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat
Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs atau Kawasan Cagar Budaya Yang
Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang
Benda Cagar Budaya.

LL DEPARTEMEN BUDPAR 10 HLM

PERMEN

BENDA CAGAR BUDAYA DI PROV. KALBAR DEPARTEMEN
BUDPAR

Indonesia, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata R.I
(Peraturan Perundang-undangan)

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
27/PW.007/MKP/2008, tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan
Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan
Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs atau Kawasan Cagar Budaya Yang
Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang
Benda Cagar Budaya.

LL DEPARTEMEN BUDPAR 10 HLM

PERMEN

BENDA CAGAR BUDAYA DI PROV. KALSEL DEPARTEMEN
BUDPAR
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Indonesia, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata R.I
(Peraturan Perundang-undangan)

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
28/PW.007/MKP/2008, tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan
Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs atau Kawasan Cagar Budaya Yang
Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang
Benda Cagar Budaya.

LL DEPARTEMEN BUDPAR 6 HLM

PERMEN

BENDA CAGAR BUDAYA DI PROV. KALTENG DEPARTEMEN
BUDPAR

Indonesia, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata R.I
(Peraturan Perundang-undangan)

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
29/PW.007/MKP/2008, tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan
Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs atau Kawasan Cagar Budaya Yang
Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang
Benda Cagar Budaya.

LL DEPARTEMEN BUDPAR 4 HLM

PERMEN

BENDA CAGAR BUDAYA DI PROV. KALTIM DEPARTEMEN
BUDPAR
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Indonesia, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata R.|
(Peraturan Perundang-undangan)

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor :
30/PW.007/MKP/2008, tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan
Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Gorontalo Sebagai
Benda Cagar Budaya, Situs atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda
Cagar Budaya.

LL DEPARTEMEN BUDPAR 7 HLM

PERMEN

BENDA CAGAR BUDAYA DI PROV. GORONTALO DEPARTEMEN
BUDPAR

Indonesia, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata R.I
(Peraturan Perundang-undangan)

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
31/PW.007/MKP/2008, tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan
Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Maluku Sebagai
Benda Cagar Budaya, Situs atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda
Cagar Budaya.

LL DEPARTEMEN BUDPAR 9 HLM

PERMEN

BENDA CAGAR BUDAYA DI PROV. MALUKU DEPARTEMEN
BUDPAR
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PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR : PM.26/PW.007/MKP/2008
TENTANG

PENETAPAN ISTANA QODRIYAH KESULTANAN PONTIANAK,
KERATON SAMBAS, KERATON KERAJAAN LANDAK,
KERATON MEMPAWAH, MASJID JAMI KESULTANAN PONTIANAK,
MASJID KESULTANAN SAMBAS, MASJID JAMI KERAJAAN LANDAK
YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINS| KALIMANTAN BARAT
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU
KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA

Menimbang :

Mengingat

CAGAR BUDAYA

MENTERI KEBUDAYAAN DAN FPARIWISATA,

a. bahwa situs dan bangunan tinggalan sejarah dan

1.

purbakala yang berlokasi di wilayah Provinsi Kalimantan
Barat adalah Istana Qodriyah Kesultanan Pontianak,
Keraton Sambas, Keraton Kerajaan Landak, Keraton
Mempawah, Masjid Jami Kesultanan Pontianak, Masjid
Kesultanan Sambas, Mas|id Jami Kerajaan Landak,
dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu
pengetahuan, dan kebudayaan;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada
butir a, dipandang perlu menetapkan lokasi dan
bangunan tersebut di aias beserta lingkungannya
sebagai benda cagar budaya dan/atau situs yang
dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3470);



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3501);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3516);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah
Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952);



Menetapkan

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing.

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

187/M  Tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia
Bersatu sebagaimana telah diubah  dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
77/P Tahun 2007,

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
94 Tahun 2006;

10. Instruksi  Presiden Republik Indonesia  Nomor
16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan
Kebudayaan dan Pariwisaia;

11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM. 17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Kebudayaan dan  Pariwisata  Nomor
PM.07/HK.001/MKP-2007

MEMUTUSKAN

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA TENTANG PENETAPAN ISTANA QODRIYAH
KESULTANAN  PONTIANAK, KERATON SAMBAS,
KERATON KERAJAAN LANDAK, KERATON MEMPAWAH,
MASJID JAMI KESULTANAN PONTIANAK, MASJID
KESULTANAN SAMBAS, MASJID JAMI KERAJAAN
LANDAK YANG BERLOKAS! DI WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT SEBACAI BENDA CAGAR BUDAYA,
SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG
DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR
BUDAYA.



PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Benda cagar budaya dan situs beserta lingkungannya yang
terdiri dari Istana Qodriyah Kesultanan Pontianak, Keraton
Sambas, Keraton Kerajaan Landak, Keraton Mempawah,
Masjid Jami Kesultanan Pontianak, Masjid Kesultanan
Sambas, Masjid Jami Kerajaan Landak, yang berlokasi di
wilayah Provinsi Kalimantan Barat merupakan benda cagar
budaya.

Batas-batas bangunan benda cagar budaya dan/atau situs
tersebut pada Diktum PERTAMA sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan ini.

Terhadap bangunan/gedung, lingkungan, dan situs
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini,
sejak Peraturan ini ditetapkan dilarang :

a. mengubah bentuk atau warna, merusak, memugar,
memisahkan bagian atau keseluruhan benda cagar
budaya dari kesatuannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

b. memanfaatkan untuk kepentingan yang
menyimpang dari  kepentingan semula atau
kepentingan pada saat berlakunya Peraturan
ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

c. mendirikan dan/atau menambah bangunan pada tanah
yang berada di lingkungan bangunan sampai pada batas-
batas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
Peraturan ini.



KEEMPAT : Pengelolaan dan pemanfaatan benda cagar budaya tersebut
pada Diktum PERTAMA dan hal-hal lain yang belum diatur
dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan

tersendiri.
KELIMA . Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2008

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
ttd

Ir. JERO WACIK, SE



1.

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN

DAN PARIWISATA

NOMOR : PM.26/PW.007/MKP/2008
TANGGAL : 23 Mei 2008

ISTANA QADRIYAH KESULTANAN PONTIANAK

Batas-batas

« Utara

e  Timur

+ Selatan

« Barat

Luas Bangunan
Luas Tanah

Status Pemilikan

: Sungai Kapuas

: Pemukiman

: Pemukiman Penduduk

: Pemukiman/Sungai Kapuas

© +1.249 m?

© +60.250 m?

. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

KERATON SAMBAS

Batas-batas

+ Utara

e Timur

« Selatan

« Barat

Luas Bangunan
Luas Tanah

Status Pemilikan

. Jalan Pemukiman
: Pemukiman

: Pemukiman

: Jalan

: +16.781 m?

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

KERATON LANDAK

Batas-batas

« Utara

e Timur

» Selatan

* Barat

Luas Bangunan
Luas Tanah

Status Pemilikan

: Masjid Jami Landak

: Pemukiman

. Pemukiman

. Pemukiman/Jalan

: 590 m?

: 9.817 m?

. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

KERATON MEMPAWAH

Batas-batas
 Utara
e Timur

. Sungai
. Hutan



« Selatan - Jalan/Pemukiman

* Barat : Hutan
Luas Bangunan : 958 m?
Luas Tanah . 8.058 m?

Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

. MASJID JAMI KESULTANAN PONTIANAK

Batas-batas

« Utara . Pemukiman

«  Timur . Pemukiman

« Selatan - Sungai Kapuas
« Barat - Sungai Kapuas
Luas Bangunan : + 1.250 m?
Luas Tanah : +6.755m?

Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

. MASJID KESULTANAN SAMBAS

Batas-batas

- Utara . Kraton Sambas

«  Timur . Pemukiman

« Selatan : Pemukiman

« Barat . Penduduk

Luas Bangunan : 22mx22m =484 m-
Luas Tanah 65 mx40 m=2.600 m?

Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

. MASJID JAMI KERAJAAN LANDAK

Batas-batas

« Utara . Pemukiman Penduduk
«  Timur . Pemukiman

« Selatan . Kraton Landak

« Barat - Jalan/Pemukiman
Luas Bangunan : 267 m?

Luas Tanah :1.120 m?

Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,
ttd

Ir. JERO WACIK, SE



FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama . Istana Qadriyah Kesultanan Pontianak
Jenis . Istana

Periode/Tahun . Abad ke-20

Keletakan

Desa/Kelurahan . Dalam Bugis

Kecamatan . Pontianak Timur

Kabupaten/Kota . Pontianak

Propinsi . Kalimantan Barat

Letak Astronomis  : 0°Lintang 109° 16’ 31” BT

Latar Sejarah :

Istana Qadriyah didirikan oleh Sultan Muhammad, sultan ke-6 dari Kesultanan Pontianak
pada tahun 1923. Pada awalnya keraton ini didirikan diatas tanah yang lebih luas, terdiri
atas 3 buah balai yaitu: balai cermin tempat sultan menerima tamu; balai kisi-kisi tempat
kerabat sultan dan balai sari tempat putri-putri keraton. Setelah keraton ini rusak.Kemudian
dibangun kembali pada keraton yang ada sekarang ini dengan mempersempit/memperkecil
ukurannya.

Deskripsi :

Istana Qadriyah berbentuk rumah panggung di atas tiang-tiang, seperti bangunan
tradisional di Kalimantan Barat. Istana ini terdiri dari: bangunan teras, ruang singgasana
dan singgasananya, ruang belakang, dan ruang lain-lain. Atap bangunan keraton bertingkat
tiga. Pada pertengahan atap teratas yang muncul ke atas mengingatkan pada bentuk
atap rumah Belanda. Pengaruh Eropa dapat dilihat pada ukiran pintu, jendela yang lebar
disertai kaca kristal beraneka warna. Pintu umumnya berlapis dua, tetapi sekarang yang
tinggal hany satu lapis. Pengaruh Eropa juga tampak dari koleksi yang masih tersimpan
di keraton seperti keramik, mebel, singgasana, alat rumah tangga, meja marmer dan lain
sebagainya. Selain Pengaruh Eropa, nampak juga pengaruh Timur Tengah dari Istana
Qadriyah ini, yaitu pada tiang-tiang berlengkung dan hiasan kerawang yang berbentuk
setelah bulatan, bulan, bintang di atas pintu.

Luas Bangunan : 60mx25m= 1.500 m2

Luas Lahan :

Status Pemilikan . Keturunan Kesultanan Pontianak
Batas-Batas

Utara . Sungai Kapuas

Timur . Pemukiman

Selatan . Pemukiman

Barat . Pemukiman/Sungai Kapuas

Riwayat Penelitian/

Pengelolaan . Studi Kelayakan Arkeologi Tahun 1983-1984
Tgl. Pendataan . Desember 2007 Pencatat : Yani Haryanto, S.Komp




& 2 N ISTANA QADRIYAH
- /¢ . { KESULTANAN PONTIANAK

Penanggung Jawab: Dra.Koos Siti Rochmani, M.A.
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FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama . Keraton Sambas, Kompleks
Jenis . Istana

Periode :

Desa/Kelurahan . Dalam Kaum

Kecamatan . Sambas

Kabupaten/Kota . Sambas

Propinsi . Kalimantan Barat

Letak Astronomis
Latar Sejarah :

Keraton Kerajaan Sambas didirikan pada tahun 1866, pada masa pemerintahan Sultan
Tsafiuddin Il (1866-1922). Beliau menjadi raja selama 56 tahun dan merupakan sultan ke
VIIl. Pada masa Sultan Tsafiuddin Il, kerajaan Sambas mencapai puncak kejayaan. Selain
mendirikan keraton, beliau juga mendirikan sekolah swasta yaitu Inlandsche School dan
Madrasah Al Sulthanah.

Deskripsi :

Kompleks Keraton Sambas memiliki luas 16.781 m2 dan menghadap ke barat. Arsitektur
bergaya Eropa dan Cina. Keraton ini merupakan rumah panggung dengan ketinggian 50
cm dari permukaan tanah.Sebelu memasuki keraton harus melalui tangga dan di depannya
terdapat teras.Keraton terbagi atas tiga bangunan dari utara ke selatan dan dihubungkan
oleh gang yang beratap (seperti koridor). Bangunan induk terdapat ditengah terdiri dari
tujuh ruangan yaitu balairung dibagian depan, kamar tidur sultan (sebelah kanan), kamar
tidur istri sultan (dibelakang), kamar tidur putra-putri sultan (sebelah kiri), ruang keluarga
(sebelah kiri), ruang makan, ruang menjahit . Bangunan utara (kanan) memiliki lima yaitu
tamul/istirahat, tiga ruang tamu, garasi terdapat dibelakang. Antara bangunan selatan dan
bangunan induk terdapat ruangan kosong berukuran 5 x 20 m. Atap keraton Sambas
terbuat dari sirap kayu ulin. Hiasan di atas bangunan induk berupa pahatan dua ekor
burung dan ditengahnya terdapat hiasan geometris.

Luas Bangunan :

Luas Lahan : 16.781 m2
Status Kepemilikan :
Batas-Batas

Utara . Jalan / Pemukiman

Timur : Pemukiman

Selatan : Pemukiman

Barat . Jalan

Riwayat Penelitian/

Pengelolaan

Tgl. Pendataan . Desember 2007 Pencatat : Yani Haryanto, S.Komp
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Penanggung Jawab: Dra.Koos Siti Rochmani, M.A.
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FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama . Keraton Kerajaan Landak
Jenis : Keraton

Desa/Kampung . Raja

Kecamatan . Ngabang
Kabupaten/Kota . Pontianak

Provinsi : Kalimantan Barat

Letak Astronomis
Latar Sejarah :

Keraton Kerajaan Landak dibangun pada tahun 1912 oleh Gusti Hamid, dan yang
bangunan tengah merupakan berkamar-kamar yang sekarang masih ditempati oleh Ahli
waris (keturunan) Sultan Landak.

Deskripsi :

Keraton Kerajaan Landak terbuat dari bahan kayu besi/belian juga atapnya dari sirap belian,
serta dikelilingi dengan pagar kayu. Bangunan keraton terdiri atas beberapa bangunan
yaitu bangunan di bagian depan, tengah, dan dapur. Semuanya memiliki kolong setinggi
kurang lebih 0,5 m. Bangunan depan memiliki teras terbuka berpagar kayu. Ruangan
berikutnya berbentuk memanjang yang sekarang dipergunakan sebagai tempat tamu.
Bangunan tengah merupakan sebuah bangunan yang berkamar-kamar.

Luas Bangunan . 590 M2

Luas Lahan : 9.817 M2

Batas-Batas

Utara : Masjid Jami Landak

Timur . Pemukiman

Selatan . Pemukiman

Barat . Pemukiman Jalan

Tgl. Pendataan . Desember 2007 Pencatat : Yani Haryanto, S.Komp

12




\KERATON LANDAK
Masjid Kune Landeak . \

Penanggung Jawab: Dra.Koos Siti Rochmani, M.A.
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FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama . Keraton Mempawah
Jenis . Keraton

Periode :

Desa/Kelurahan . Pulau Pedalaman
Kecamatan : Mempawah Hilir
Kabupaten/Kota . Pontianak

Provinsi . Kalimantan Barat

Letak Astronomis
Latar Sejarah :

Sejarah Kerajaan Mempawah ini ada hubungannya dengan Kerajaan Bugis di Luwuk
Sulawesi Tengah, kerajaan Matan di Kabupaten Ketapang dan kerajaan Sambas di
Kabupaten Sambas. Sedangkan raja | kerajaan Mempawah disebut sebagai Penembahan
Senggaek (Patih Gumantar). Kemudian beliau digantikan berturut-turut oleh Mpu Deang
Manambun di Sebukit, Ratu Kesumba serta Panembahan Ibrahim di Pedalaman, dan
Adiwijaya Kesuma di Karangan.

Deskripsi :

Keraton ini mengadap ke selatan, pintu gerbang berjumlah empat buah dan Kondisi
keraton secara keseluruhan masih utuh dan kuat serta di dalamnya masih dalam keadaan
terawat dengan baik. Karena masih dihuni oleh ahli waris (sebagai living monument).
Pagar halaman bagian depan berupa pagar besi dan pagar sisi kiri-kanan keraton berupa
pagar kawat duri. Bagian belakang dibatasi dengan sungai terusan yang dalam. Pada jalan
masuk antara pintu pagar terdapat 12 pucuk meriam terbuat dari perunggu yang dipasang
dikiri-kanan jalan.

Luas Bangunan . 958 M2
Luas Lahan ;. 8.058 M2
Status Kepemilikan :
Batas-Batas

Utara : Sungai

Timur . Hutan

Selatan . Jalan / Pemukiman

Barat : Hutan

Riwayat Penetitian/

Pengelolaan : Hutan

Tgl. Pendataan . Desember 2007 Pencatat : Yani Haryanto, S.Komp
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Denah Keletakan/Sketsa:

o _~KERATON MEMPAWAH:
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Penanggung Jawab: Dra.Koos Siti Rochmani, M.A.
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FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama . Masjid Jami Kesultanan Pontianak
Jenis : Masijid
Periode/Tahun : Abad 19/1823 M
Keletakan
Desa/Kelurahan . Dalam Bugis
| Kecamatan . Pontianak Timur
‘Kabupaten/Kota . Pontianak
Propinsi . Kalimantan Barat
Letak Astronomis : 0° Lintang dan 109° 16’ 31” BT

Latar Sejarah :

Masjid Kesultanan Pontianak dibangun Sri Sultan Syarif Usman Al Kadri Ibnu Sultan Syarif
Abdurrachman Ibnu Al Habib Husen Al Kadri pada hari Selasa bulan Muharam tahun 1237
H atau 1823 M. Beliau adalah sultan dari Kesultanan Pontianak dan merupakan salah satu
kerajaan Islam di Kalimantan Barat pada akhir abad ke-17. Sejarah kesultanan Pontianak
tidak lepas dari sejarah berdirinya kota Pontianak.

Deskripsi Bangunan :

Masjid Jami Pontianak terletak di sebelah timur Sungai Kapuas Besar, masjid dibangun
di atas tiang-tiang dari kayu belian, sehingga mempunyai kolong dan tangga naik. Ruang
masjid memiliki jendela dan pintu, di dalamnya terdapat mihrab dan mimbar yang diatasnya
tergantung selembar papan bertuliskan huruf arab. Atap masijid terdiri atas 4 tingkat, setiap
tingkat dibatasi oleh jendela-jendela kecil dan atap paling atas berbentuk kubah. Masjid ini
mempunyai tiang-tiang sebagai penyangga atas, terdiri atas enam tiang utama (soko guru)
berbentuk bulat, garis tengah 60 cm dan 14 tiang pembantu berbentuk segi empat, dan
sejumlah tiang pinggir yang berfungsi ganda yaitu sebagai penyangga atap, juga sebagai
kuseun-kuseun pintu dan tempat menempel dinding-dinding papan belian. Di luar ruangan
terdapat tiang yang menyangga atap, serambi, pintu, dan jendela dari kaca kristal berwarna
merah, biru, hijau dan merah muda.

Luas Bangunan :1.250 m2

Luas Lahan : 6.755 m2

Status Pemilikan . Keluarga Kesultanan Pontianak
Batas-Batas

Utara : Pemukiman

Timur : Pemukiman

Selatan . Sungai Kapuas

Barat . Sungai Kapuas

Riwayat Penelitian/

Penmgelolaan . Studi Kelayakan Arkeologi tahun 1983-1984
Tgl. Pendataan :  Desember 2007 Pencatat : Yani Haryanto, S.Komp
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Denah Keletakan/Sketsa:

MASJID JAMI

“"—“ KESULTANAN PONTIANAK
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Penanggung Jawab: Dra.Koos Siti Rochmani, M.A.
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FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama :  Masjid Kesultanan Sambas
Jenis :  Masijid

Periode/Tahun : 1885 M

Keletakan

Desa/Kelurahan . Dalam Kaum

Kecamatan . Sambas

Kabupaten/Kota . Sambas

Provinsi . Kalimantan Barat

Letak Astronomis

Latar Sejarah :
Masijid Kesultanan Sambas dibangun oleh Sultan Sambas sekitar tahun 1885

Deskripsi Bangunan :

Masjid Kesultanan terletak di depan bekas Istana Kesultanan Sambas, dengan arah hadap
ke utara. Bahan bangunan terbuat dari kayu. Tangga naik terdapat di sebelah utara dan
selatan. Masjid ini memiliki mihrab di sebelah barat. Bangunan mihrab dan tempat sholat
menjadi satu, tetapi atapnya terpisah dengan atap bangunan induk. Disebelah kiri dan
kanan atap mihrab berdiri menara sebagai tempat azan. Atap bangunan induk bertingkat
3 terbuat dari sirap.

Luas Bangunan : 22mx22m=484 m2

Luas Lahan : 65mx40m=2.600 m2
Status Pemilikan  : Keluarga Kesultanan Sambas
Batas-Batas

Utara :  Kraton Sambas

Timur : Pemukiman

Selatan : Pemukiman

Barat : Jalan

Riwayat Penelitian/

Pengelolaan

Tgl. Pendataan . Desember 2007 Pencatat : Yani Haryanto, S.Komp
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Denah Keletakan/Sketsa:
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Penanggung Jawab: Dra.Koos Siti Rochmani, M.A.
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FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama : Masjid Jami’ Kerajaan Landak
Jenis . Masijid

Periode :

Dusun/Kampung : Raja

Desa/Kelurahan

Kecamatan : Ngabang

Kabupaten/Kota . Pontianak

Provinsi . Kalimantan Barat

Letak Astronomis
Latar Sejarah:

Masjid Jami’ Kerajaan Landak merupakan peninggalan dari Kerajaan Landak yang
bercorak Islam, dahulunya masjid Raja Landak terletak di tepi Sungai Landak + 75 meter
dari tempat sekarang dan dipindahkan pada tahun 1922 pada masa Panembahan Abdul
Hamid. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Kamahayana, yang semula seorang pemeluk
agama Hindu dan kemudian beragama Islam dengan nama Raden Abdul Kahar dan
selanjutnya menjadi raja Kerajaan Landak

Deskrips :

Masjid Jami" Kerajaan Landak terletak disamping kiri Keraton Kerajaan Landak, bagian
depan bangunan masjid terdiri atas tiga ruangan (serambi) dan masing-masing ruangan ini
memiliki atap sirap yang saling berhubungan. Di bagian belakangnya terdapat bangunan
yang dipergunakan untuk salat, berbentuk persegi empat terdiri atas dua tingkat. Ruangan
bawah mempunyai empat tiang penjuru dari kayu belian berbentuk bulat dengan diameter
+ 40 cm. Ruangan di tingkat atas berpagar kayu dan beratap sirap, dipuncaknya dihiasi
dengan mamolo dari tempayan tanah liat. Semua bangunan masijid ini terbuat dari kayu.

Luas Bangunan . 267 M2
Luas Lahan : 1.120 M2
Status Kepemilikan

Batas-Batas

Utara . Pemukiman Penduduk

Timur . Pemukiman

Selatan . Keranton Landak

Barat . Jalan / Pemukiman

Riwayat Penelitian/

Pengelolaan

Tgl. Pendataan . Desember 2007 Pencatat : Yani Haryanto, S.Komp
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Denah Keletakan/Sketsa:

Masjid Kuno Landak

Penanggung Jawab: Dra.Koos Siti Rochmani, M.A.
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PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR : PM.27/PW.007/MKP/2008

TENTANG

PENETAPAN RUMAH TRADISIONAL BUBUNGAN TINGGI,
MASJID SULTAN SURIANSYAH, YANG BERLOKASI DI WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SEBAGAI BENDA CAGAR
BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG
DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA

Menimbang :

Mengingat

a.

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

bahwa situs dan bangunan tinggalan sejarah dan
purbakala yang berlokasi di wilayah Provinsi Kalimantan
Selatan adalah Rumah Tradisional Bubungan Tinggi,
Masjid Sultan Suriansyah, dianggap mempunyai
nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan
kebudayaan;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir
a, dipandang perlu menetapkan lokasi dan bangunan
tersebut di atas beserta lingkungannya sebagai benda
cagar budaya dan/atau situs yang dilindungi Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 5§ Tahun 1992
tentang Benda Cagar Budaya;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3470);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3501);
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3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomo 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda
Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3516);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Provinsi sebagi Daerah
Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952);

Keputusan Presiden Republik Indonesia  Nomor
100 Tahun 1993 tentang |zin Penelitian Bagi Orang Asing;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
187/M Tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007,
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Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
94 Tahun 2006;

10. Instruksi  Presiden Republik Indonesia  Nomor
16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan
Kebudayaan dan Pariwisata;

11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Kebudayaan dan  Pariwisata  Nomor
PM.07/HK.001/MKP-2007;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TENTANG  PENETAPAN RUMAH  TRADISIONAL
BUBUNGAN TINGGI, MASJID SULTAN SURIANSYAH
YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS,
ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA.

Benda cagar budaya dan situs beserta lingkungannya yang
terdiri dari Rumah Tradisional Bubungan Tinggi, Masijid
Sultan Suriansyah yang berlokasi di wilayah Provinsi
Kalimantan Selatan merupakan benda cagar budaya.

Batas-batas bangunan benda cagar budaya dan/atau situs
tersebut pada Diktum PERTAMA sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan ini.
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Terhadap bangunan/gedung, lingkungan, dan situs
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini,
sejak Peraturan ini ditetapkan dilarang:

a. mengubah bentuk atau warna, merusak, memugar,
memisahkan bagian atau keseluruhan benda cagar
budaya dari kesatuannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

b. memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang
dari kepentingan semula atau kepentingan pada saat
berlakunya Peraturan ini, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

c. mendirikan dan/atau menambah bangunan pada tanah
yang berada di lingkungan bangunan sampai pada
batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA Peraturan ini.

Pengelolaan dan pemanfaatan benda cagar budaya tersebut
pada Diktum PERTAMA dan hal-hal lain yang belum diatur
dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan
tersendiri.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2008

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

ttd

Ir. JERO WACIK, SE
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LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA
NOMOR : PM.27/PW.007/MKP/2008
TANGGAL : 23 Mei 2008

Rumah Tradisional Bubungan Tinggi
Batas-batas

 Utara . Sawah

Timur : Rumah Gajah Baliku/Rumah Penduduk
+ Selatan . Sawah

* Barat . Sawah

Luas Bangunan © + 295 m?

Luas Tanah : +1.705,5m?

Status Pemilikan . Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Masjid Sultan Suriansyah
Batas-batas

« Utara : Rumah Penduduk dan TK Raudhatul Athfal
e Timur : Rumah Penduduk

« Selatan . Sawah

* Barat . Sawah

Luas Bangunan : + 306,50 m?

Luas Tanah : +2,323 m?

Status Pemilikan . Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Makam Pangeran Antasari
Batas-batas

+ Utara D=
e Timur Lo
« Selatan D=
« Barat Do-
Luas Bangunan Do
Luas Tanah D o-
Status Pemilikan . Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Rumah Bulat Joglo
Batas-batas

+ Utara D o-
Timur D -
« Selatan Do
+ Barat Do
Luas Bangunan Do
Luas Tanah Do-
Status Pemilikan . Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
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5. Rumah Adat Banjar Gajah Baliku
Batas-batas

« Utara Do
«  Timur Do-
«  Selatan D -
« Barat D o-
Luas Bangunan Do-
Luas Tanah Lo-
Status Pemilikan . Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

6. Masjid Al Mukarramah Banua Halat
Batas-batas

« Utara Do
Timur Do-
«  Selatan Do
« Barat Do-
Luas Bangunan -
Luas Tanah L.
Status Pemilikan . Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

7. Masjid Su’ada
Batas-batas

« Utara Do-
«  Timur D=
«  Selatan D -
+ Barat Do-
Luas Bangunan g =
Luas Tanah Do
Status Pemilikan . Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

ttd

Ir. JERO WACIK, SE

27



FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama

Jenis
Periode/Tahun
Keletakan
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi

Letak Astronomis
Latar Sejarah

Deskripsi

Luas Bangunan
Luas Lahan

Status Kepemilikan :

Batas-batas

- Utara

- Timur

- Selatan

- Barat

Riwayat Penelitian/
Pengelolaan

Rumah Tradisional Bubungan Tinggi
Rumah Tradisional
+ 1867 M

Teluk Selong

Martapura Barat

Banjar

Kalimantan Selatan

03022’ 39" LU dan 1140 50’ 00" BT

Menurut penuturan Haji Fahtar bahwa rumah Bubungan Tinggi
tersebut dibangun oleh kakeknya lebih kurang pada tahun 1867
Masehi, yaitu 7 tahun setelah Kerajaan Banjar dihapuskan oleh
Pemerintah Hindia Belanda. Rumah tersebut dimasa revolusi fisik
tatkala Bangsa Indonesia berjuang untuk mencapai kemerdekaan,
rumah tradisonal Bubungan Tinggi ini digunakan sebagai Markas
para Pejuang. Dana pada waktu Martapura masih diduduki Belada,
maka rumah tersebut digunakan pula sebagai tempat latihan
tentara Republik Indonesia (T.K.R) dibawah pinpinan Sudarmin.
Bangunan berdenah empat persegi panjang, terdiri dari bagian
depan teras, ruang tamu, ruang dalam dikanan dan kiri terdapat
anjung, ruang makan dibagian atasnya terdapat lantai panggung
yang berfungsi sebagai ruang pingitan dan dibagian belakang
dapur dan tempat cuci. Konstruksi bangunan bertiang panggung
setinggi + 2 m, berlantai papan, berdiding papan yang dilengkapi
dengan hiasan oranamen antara dinding ruang tamu dan ruang
dalam berpintu dan jendela klam, dengan atap depan dan belakang
berbentuk jurai penutup atap sirap.

+ 295 m2

+ 1.705,5 m2
Keluarga

Sawah
Rumah Gajah Baliku/ Rumah Penduduk
Sawah
Sawah

Studi Kelayakan Arkeologi Tahun 1989/1990.

Tgl. Pendataan

06 Juli 2007 Pencatat : Suharno, S.IP dan S. Sutiyono, BA
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Foto Utama:

Denah Keletakan/Sketsa:

Rumah Tradisional
Bubungan Tinggi

Ru
Man pe"dum’k \ i

>

Jalan
o Mart )
apura Lama . iy Imah penduduk
——
—
Rumagp, p(-nduduk
1h Baliku
Ssawah
~ Sawah

Rumtah Tradisional
Bubungan Ting

Sawah

Penanggung Jawab: Dra.Koos Siti Rochmani, M.A.

29



FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama

Jenis
Periode/Tahun
Keletakan

Jalan
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi

Letak Astronomis
Latar Sejarah

Deskripsi

Luas Bangunan
Luas Lahan

Status Kepemilikan :

Batas-batas
- Utara

- Timur

- Selatan

- Barat

Masjid Sultan Suriansyah
Masjid
1526-1550

Kuin Utara

Kuin Utara

Banjarmasin Utara

Kota Banjarmasin

Kalimantan Selatan

030 17°40” LU 140 34’ 34” BT.

Masjid ini merupakan yang tertua di Kalimantan Selatan, dibangun
pada masa pemerintahan Sultan Suriansyah (1526-1550)
bertepatan dengan hari jadi Kota Banjarmasin. Masjid berfungsi
sebagai untuk Shalat berjamaah, musyawarah dan ceramah
keagamaan. Dari beberapa sumber bangunan masih asli terdiri
dari 4 tiang soko guru, mimbar dan prasasti dari sepasang daun
pintu berhuruf arab tahun 1141 H, pada zaman Sultan Tamjidilah.
Terjemahan tulisan berbunyi hubungan antara kerajaan Banjar
dengan Demak yang mengislamkannya.

Bangunan masjid dahulu berukuran 17 m x 17 m, karena telah
mengalami beberapa kali perbaikan maka telah terjadi perubahan
dan perkembangan. sisi utara dan selatan sudah ditambah
selasar selebar 2,25 m dan teras berukuran 5,25 m x 5,25 m,
sedang di bagian depan ditambah bangunan baru selebar 10 m.
Konstrukasinya bertiang panggung, berdinding papan memiliki
pintu berjumlah 15 buah, beratap sirap susun tiga, puncaknya
runcing dan berhias

306,50 m2
+2323 m2
Masyarakat / wakaf

Rumah Penduduk dan TK Raudhatul Athfal
Rumah Penduduk

Jalan Kuin Utara dan Sungai Kuin

Anak Sungai Jaga Baya dan Rumah Penduduk

Tgl. Pendataan

06 Juli 2007 Pencatat: Suharno,S.IP dan S.Sutiyono, B.A.
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Foto Utama:

Denah Keletakan/Sketsa:

J

Rumah penduduk|{ [ Sl

| T = | \ : Tk. Raudhatul l | t
( ‘ I [ Athtal

— —

o |

o Rumah penduduk

Rumah penduduk ' Suriansyah &
|
Y- | . =

Ru#{}jthduduk

Anak sungai Jaga Baya

Jalan Kuin Utara

T U s

- — -~ Sungai Kuin - -

Penanggung Jawab: Dra.Koos Siti Rochmani, M.A.
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FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama

Jenis
Periode/Tahun
Keletakan

Jalan
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi

Letak Astronomis
Latar Sejarah

Deskripsi

Luas Bangunan
Luas Lahan

Status Kepemilikan :

Batas-batas

- Utara

- Timur

- Selatan

- Barat

Surat Keputusan

Makam Pangeran Antasari
Makam
1862

JI. Masjid Jami
Surgi Mufti
Banjarmasin Utara
Kota Banjarmasin
Kalimantan Selatan
030 18’ 21" LU dan 1140 35" 49" BT.
Pangeran Antasari adalah seorang pejuang perang Banjar
tahun 1859-1865, dalam rangka melawan imperalisme Belanda.
Dialah pencetus perang Banjar yang dimulai dengan penyerbuan
tambang batu bara “Oranje Nassau” tanggal 29 Apriol 1859 di
Pangaron. Dari sini berkobar perang Banjar diseluruh kerajaan
Banjar. Akhirnya sakit dan meninggal 11 Oktober 1986 di desa
Baiyan Begok daerah Puruk Cahu Kalimantan Tengah, dan tanggal
11 Nopember 1958 Makamnya dipindahkan ke Komplek makam
Pahlawan Nasional di Jalan Masjid Jami Banjarmasin.Tanggal 27
Maret 1968 ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Kemerdekaan
berdasarkan surat Keputusan Presiden RI Nomor : 06/Tk/Tahun
1968.
Makam P. Antasari memiliki nisan berbentuk bulat mengerucut
keatas, dengan jirat dari pasangan keramik, berlantai batu pualam.
Makam diberi cungkup dan sekelilingnya dipagar besi. Lingkungan
dalam kompleks makam sebelah timur adalah makam Ampera
Hasannudin H.M, Ratu Antasari (Istri) dan Ratu Julaeha. Sedang
sebelah selatan terdapat makam Panglima Batur.

15 m2 [4,40 mx 3,20 m]
360 m2 [18 mx 20 m]
Pemerintah Kota Banjarmasin

Makam Umum

Makam Umum

Makam Umum

Jalan Masjid Jami/Makam Umum

Pahlawan Nasional Kemerdekaan Keputusan Presiden RI Nomor.
06/Tk/Tahun 1968

Tgl. Pendataan

06 Juli 2007 Pencatat: Suharno, S.IP, dan S.Sutiyono, B.A
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Foto Utama:

Denah Keletakan/Sketsa:

St

Makam umum

o
-~
b
- S e - -
b
Micm.P. Antasari m i

Makam umum

i -
5

Makam umum

=
o]

s
Makam umum

Penanggung Jawab: Dra.Koos Siti Rochmani, M.A.
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FORMULIR DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama

Jenis
Periode/Tahun
Keletakan

Jalan
Dusun/Kampung
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi

Letak Astronomis
Latar Sejarah

Deskripsi

Luas Bangunan
Luas Lahan

Status Kepemilikan :

Batas-batas
- Utara

- Timur

- Selatan

- Barat

Rumah Bulat Joglo
Rumah
1875 M

JI. Panglima Wangkang

Tengah

Marabahan Kota

Marabahan

Barito Kuala

Kalimantan Selatan

020 58’ 51" LU dan 1140 46’ 18" BT

Rumah Bulat didirikan oleh H. Abdus Syukur tahun 1875. Semula
digunakan menyimpan barang dagangan, tahun 1914 H, Rumah
Bulat oleh manantu beliau H.M. Japeri dimanfaatkan sebagai
tempat belajar dan tempat beribadah para santri beliau. Tahun
1929 setelah H.M. Japeri, kembali berubah fungsi sebagai ruang
rapat dan Sekretariat Persatuan Pemuda Marabahan (PPM),
PNI Cabang Marabahan dan tempat belajar murid Partuculaier
Hollandseh Inlondehe School (PHIS) kemudian menjadi Taman
Siswa. Tahun 1942 Rumah Bulat dikuasai Jepang dan politik
dihentikan. Tahun 1945 kembali menjadi Sekretaiat Persatuan
Pemuda Republik Indonesia (PPRI) dan Barisan Pemberontakan
Rakyat Indonesia (BPRI) sampai akhir penjajahan NICA.
Bangunan berbentuk persegi panjang d<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>